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E q ﬁ ﬁ ! - K E PUTUS AN
Momor :209 / B.1=-C.B / A.3 s 91
FPerihal :

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN walUDLATUL ATHFAL PERSATUAN 1SLAM

pimpinsn Pusat Persistri Bideng Garapan Pendidikan, yzany berkegudu-
kan di Bandung setelah

Mengingat
1. Qonun Asasi Fersatuan Islem Baeb 1 Pasal 5 ayat 3.
2. yonun bskhili Persatuan Islam Bab Vi Pasai 54 Ayat 4.
5, Ketentuan-ketleptusn yang berhubungan dengan Pelnyelenggaraan Pendi-
dikan itaudletul Athial Persatuan lsleam,

Memperhatiken .,

1. Undang-undang Republik Indonesia Nemor : 2 tahun 1989 tentang sis-
tim Pendidikan Naesional Bab XV Pasal 51. s

2, Padoman Penyelenggaraan Pendidikan Fesantren persatuan lslam” ta-
hun 1984,

Menimbang ;

1. rRaudlatul athfal Persatuan 1slam = s UM FE D ANGE telsah
memenuhl persysratan-persyaratan untuk menyelaenygerakan Pendidikan
dan Pengajaran.

2. Perlu pengesshen penyelenggeraan pendidiken dan pengajaran dalam
rangka untuk mencerdasken bangsa dan meningkatkan kwalitas manusis
Indomesia. :

Memutuskan

Menetapknn :
1. Mengesahkan penyelenggaraan
RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM NO. 2z
SUMEDANG
2,.Penyelenggaraan Resudlatul Athfal Persatuan Islam tersebut selama
sesusl dengen peraturan-peraturan dalam kependidikan yang berlaku.
3. Surat [KKeputusan ini bérlsku sejsk dikeluarkan dan apobila dike-
mudisn hari ada kekeliuran, meka akan disdakan perubahan seperlur~

Allahu ye'khudzu biaidiens ilaa maa fiihi khoerun 1il Islami wal
muslimien,

Baendung, . 1B Dzul hijjah 1412
iﬂ Ju i i 12??

F.P, Persstuan Ialsm Istr

Bidang Garapan Fendidikan

Ketua o
..J-" L= AL ',.._.!'_,:'2 >
7/
o g
¢ 3 .".“'I’jéa'/r
Tembusan disampaikan kepedo : ﬁggﬁﬁgﬁﬂiagiri?ahgﬁ
B s

1. PP Parsis Bidgar Pendidikan
2. PC Parsistri y,.
3. Alss. :



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT

JL.. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

— —— —

Mengingat

Mengingal

Ménclapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat
Kelima

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada th :

1. Menteri Agama R.L
Up. a Sekjen Departemen Agama di Jakarla;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;

SURAT KEPUTUSAN KANTO R WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 208 / 775' 19 .28
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAII DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan
mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar
untuk pendidikan tingkat dasar, menengahdan atas ;

2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan
pada Madrasah Swasla;

3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam,
sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan

pengajaran.

Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.

Keputusan Menteri Agama R1 No. 18 Tahun 1975, yang discmpurnakan Jo. No. 6 Tahun

1979dan No. 45 Tahun 1981 ;

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RL
No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1. dan Menteri Agama RI.
No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;

7. Keputusan Menteri Agama R1 No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W./KA.

010.1/33/1986 Tahun 1987.

ol

MEMUTUSKAN

Madrasah yang terscbut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran scrta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara
Madrasah Negeri.

Kepadanya diberikan Piagam, scbagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang
merupakan suatu kesatuan dengan Sural Keputusan ini.

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memcnul}l%chlcnluan yang berlaku dalam hal
penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah & 5888 s
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Scgala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan schagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

¢. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;



